
 
 
 
 

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 
 

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 
 

NOMOR  4 TAHUN 2026 

 
 

TENTANG 
 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI 
MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT 

KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, 
 
 
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses penyelenggaraan tugas-

tugas pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi 
melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu 
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP); 
 

  b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur 
Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, uraian SOP 
PPID dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur 
tentang SOP; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Melalui Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi Tingkat Kecamatan Kota Administrasi 
Jakarta Barat 
 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 
 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 6l, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 
 



 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr 
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5149); 

 
6. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2024 Nomor 51014); 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI 
MELALUI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI TINGKAT KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI 
JAKARTA BARAT 

   

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta 
Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
Walikota ini. 

 
KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kota 
Administrasi Jakarta Barat. 
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